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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jasa pengangkutan barang di Indonesia mempunyai peran yang 

penting untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk mempercepat perdagangan 

luar dan dalam negeri, sebab dengan adanya jasa transportasi mampu 

mendistribusikan barang dari wilayah produksi langsung ke konsumen, 

hingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini 

tampak jelas dalam kemajuan jasa angkutan barang di Indonesia yang sudah 

banyak berkembang, beberapa perusahaan industri menunjukkan 

kepercayaan dengan penggunaan jasa angkutan barang.  

         Pengertian perjanjian pengangkutan ialah sebuah perjanjian yang 

mana satu pihak sepakat guna mengangkut barang atau orang dengan 

selamat dari suatu tempat ke tempat lain dan pihak lainnya menanggung 

biayanya.1 Tujuan adanya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang 

dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai manfaat dan efisiensi. 

Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: pengangkutan darat, (pengangkutan melalui jalan (raya dan kereta) 

pengangkutan laut, dan udara.2

 
1 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 21 
2 Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, Pengantar 

Hukum Dagang Indonesia Jilid 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 196 
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       Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (3) angkutan adalah 

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan3. Pemerintah telah 

mengatur mengenai transportasi dan pengangkutan darat dalam dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti 

kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai 

dalam melaksanakan pelayanan angkutan” 4. 

       Perusahaan jasa pengiriman barang harus memenuhi kewajiban 

terhadap pemilik barang yang menitipkannya di perusahaan jasa pengiriman 

tersebut, apabila barang yang disimpan kemudian rusak, hancur atau hilang, 

maka jasa angkutan bertanggung jawab untuk hal itu.  Sebagaimana 

dinyatakan pada Pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD), bahwa kewajiban pengangkut yang utama ialah 

menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang 

diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkannya kepada 

penerima barang.5  

       Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang adalah PT. Global Jet 

Express yang biasa disebut J&T. J&T adalah perusahaan kurir ekspres dan 

 
3 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 
4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengakutan Darat Laut dan Udara, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2005, hlm 19 
5 Pasal 468 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia. 
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logistik di Indonesia. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Landark Pluit 

Unit B1 Lantai 8, 9, 10 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara, 14450. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan jasa pengiriman cepat berbasis IT 

system development. Saat ini J&T Express memiliki 1.300 titik pengiriman 

(cabang), lebih dari 700 kendaraan, 55 gudang dan 15.000 karyawan. Rata-

rata pengiriman dari J&T Express antara 200.000 dan 250.000 per hari. 

Salah satunya terletak di kota Palembang, di Palembang sendiri terdapat 32 

cabang J&T Express6. 

       Penggunaan jasa angkutan barang sering kali membuat konsumen atau 

pengguna jasa pengiriman barang kecewa. Kontrak pengangkutan 

mengandung banyak peristiwa hukum, terutama yang berkaitan dengan 

tanggung jawab pengangkut atas kerusakan atau kehilangan barang yang 

diangkut. Bahkan seringkali pihak pengangkutan atau pengiriman barang 

tidak menanggapi komplain dari pihak pengirim sehingga mengecewakan 

konsumen.  

        Beberapa kasus kehilangan atau kerusakan barang terjadi melalui 

pengiriman menggunakan J&T Express. Laporan mengenai kehilangan 

barang oleh konsumen atas nama Alex Samosir yang mengatakan bahwa 

kerugian yang ia capai hampir Rp. 1.200.000,00 akibat barang yang 

dinyatakan hilang selama proses pengiriman menggunakan J&T Express. 

Saat dikonfirmasi, Alex Samosir mengatakan bahwa paket dikirim pada 20 

 
6  PT. Global Jet Express “Profil Perusahaan J&T Express” 

https://jet.co.id/about/company, diakses pada 06/10/22 

https://jet.co.id/about/company
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Juni 2022 dan dinyatakan hilang pada 2 Agustus 20227. Selanjutnya, kasus 

kerusakan barang dialami oleh Ani, ia melaporkan bahwa barang yang ia 

terima pada tanggal 29 April 2021 mengalami kerusakan. Paket yang 

dikirimkan melalui J&T Express datang dalam keadaan terbuka, terdapat 

robekan cutter pada sisi tengah dan pinggirnya8. 

       Dari beberapa kasus diatas, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak 

J&T Express terkesan lambat dan kurang komunikatif dalam mencari solusi 

dari keluhan konsumen. Bukti nyata melalui kasus bapak Alex Samosir 

yang menunjukkan bahwa lebih dari satu bulan dibutuhkan waktu untuk 

pihak J&T Express menyatakan status hilangnya barang. Solusi yang 

ditawarkan oleh pihak J&T dirasa belum memuaskan konsumen. 

       Berdasarkan banyaknya fenomena atas jasa pengiriman barang, maka 

dari itu inilah yang melatar belakangi masalah pada skripsi ini mengenai 

hak dan kewajiban dan ganti rugi para pihak, berkenaan dengan hal tersebut 

penulis menetapkan untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tanggung 

Jawab Hukum Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilang/Atau 

Rusaknya Barang Selama Pengiriman. (Studi Kasus Pada Pt. Global 

Jet Express (J&T) Kota Palembang)”. 

 

 
7 Dandy Bayu Bramasta, “Ramai soal Paket Dinyatakan Hilang Diganti 10 Kali Ongkir, 

Ini Kata J&T dan Pengirimnya”, Kompas, 
https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/04/200400765/ramai-soal-paket-dinyatakan-
hilang-diganti-10-kali-ongkir-ini-kata-j-t-dan?page=all, diakses pada 06/10/22 

8 Ani Marlianingsih, “Paket Seharga Rp492 Ribu Dirusak dan Isinya Hilang, J&T dan 

Shopee Hanya Mengganti Rp90 Ribu”, Media Konsumen, 
https://mediakonsumen.com/2021/05/13/, diakses pada 06/10/22 

https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/04/200400765/ramai-soal-paket-dinyatakan-hilang-diganti-10-kali-ongkir-ini-kata-j-t-dan?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/04/200400765/ramai-soal-paket-dinyatakan-hilang-diganti-10-kali-ongkir-ini-kata-j-t-dan?page=all
https://mediakonsumen.com/2021/05/13/
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Global Jet Express 

(J&T) Palembang jika terjadi hilang/rusaknya barang dalam proses 

pengiriman? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum 

PT. Global Jet Express (J&T) Palembang jika terjadi hilang/rusaknya 

barang dalam proses pengiriman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban 

hukum PT. Global Jet Express (J&T) Palembang jika terjadi 

hilang/rusaknya barang dalam proses pengiriman.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam 

pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Global Jet Express (J&T) 

Palembang jika terjadi hilang/rusaknya barang dalam proses 

pengiriman. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penulisan ini, maka diharapkan hasil dari penelitian ini 

dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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1. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dengan memberikan ilmu pengetahuan atau pemikiran di dalam bidang 

hukum perdata dalam kaitannya dengan tanggung jawab jasa 

pengiriman barang terhadap hilang/rusaknya barang yang menjadi objek 

selama pengiriman. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi 

beberapa pihak antara lain: 

a) Konsumen 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

konsumen utamanya mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban 

para pihak yang termuat pada perjanjian jasa pengangkutan barang. 

b) Perusahaan Jasa Pengiriman 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan jasa pengiriman dalam pelaksanaan 

pertanggung jawaban kepada konsumen jika terjadi hilang/rusaknya 

barang dalam proses pengiriman. 

c) Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

untuk mengawasi perusahaan jasa pengiriman agar tidak terjadi 

pelanggaran hak dan kewajiban konsumen. 
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E. Ruang Lingkup 

       Sehubungan dengan permasalahan dan judul skripsi yang sudah 

dijelaskan diatas maka ruang lingkup pada riset skripsi ini adalah hanya 

berkonsentrasi dalam fakta sosial dan penelitian lapangan dalam 

pelaksanaan perjanjian dan pertanggung jawaban pada PT. Global Jet 

Express (J&T) di Kota Palembang, baik faktor penyebab kelalaian jasa 

pengangkutan, dan penyelesaian pelaksanaan perjanjian tersebut. 

 

F. Kerangka Teori  

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya 

mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian 

berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. 

1. Teori Perjanjian  

Secara umum suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak 

tertulis terbagi atas beberapa jenis yaitu9: 

a. Perjanjian Timbal Balik 

Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi kedua belah pihak, pihak yang berkewajiban melakukan 

prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Misalnya perjanjian 

sewa-menyewa Pasal 1548 KUH Perdata dan perjanjian jual beli Pasal 1457 

KUH Perdata. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban dalam 

 
9Joni Emirzon, Muhamad Sadi Is, Hukum Kontrak: Teori dan Praktik, Prenada Media, 

2021, hlm. 53 
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kontrak penjualan. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual 

dan berhak membayar, dan pembeli berkewajiban membayar dan berhak 

menerima barang. 

 

b. Perjanjian Cuma-Cuma 

Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang memberikan keuntungan 

bagi salah satu pihak saja, Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai 

Pasal 1666 dan 1740 KUH Perdata. Atau dengan istilah yang lain perjanjian 

cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah 

satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak 

yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak 

yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan 

menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama.  

 

c. Perjanjian Atas Beban 

Perjanjian atas beban (onder bezwarenden), adalah perjanjian terhadap 

prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, 

dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Dalam 

Pasal 1314 KUH Perdata, contohnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, 

dan lain-lain. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu 

perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban 

merupakan suatu perjanjian timbal-balik. 
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d. Perjanjian Bernama 

Perjanjian bernama ialah perjanjian yang memiliki nama sendiri yang 

diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian ini diatur 

pada Bab V s/d. XVIII KUH Perdata yang KUH Perdata. 

 

e. Perjanjian Tidak Bernama 

Perjanjian tidak bernama, kontrak yang tidak diatur oleh hukum perdata 

tetapi ada di masyarakat. Desain perjanjian ini didasarkan pada prinsip 

kebebasan kontrak, misalnya perjanjian pengalihan, perjanjian keagenan, 

dan lain-lain. 

 

f. Perjanjian Campuran 

Perjanjian campuran, dikenal dengan istilah contractus sui generis, 

perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur 

perjanjian, misalnya perjanjian kerja sama pendirian pabrik pupuk, yang 

dikuti dengan perjanjian jual beli mesin dan perjanjian perbantuan teknik. 

 

g. Perjanjian Obligator 

Perjanjian obligator, adalah perjanjian antara pihak-pihak yang 

mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Atau 

dengan istilah yang lain perjanjian obligator adalah perjanjian yang 

menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan 

kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, 
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penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar 

harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. 

 

h. Perjanjian Kebendaan 

Perjanjian kebendaan, adalah perjanjian tentang hak untuk mengalihkan 

barang (pemindahan kepemilikan) atau membiarkan orang lain 

memilikinya. 

 

i. Perjanjian Konsensualisme 

Perjanjian konsensualisme, adalah perjanjian di antara kedua belah 

pihak yang tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. 

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, kontrak tertulis ini bersifat wajib, tetapi 

ada juga kontrak dalam KUH Perdata yang baru ada setelah penyerahan 

barang. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian riil. 

 

j. Perjanjian yang Sifatnya Istimewa 

Perjanjian yang sifatnya istimewa, yaitu: Perjanjian liberatoir, yaitu 

perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, 

misalnya pembebasan hutan (Pasal 1438 KUH Perdata). Perjanjian 

pembuktian, yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan 

pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Perjanjian untung-

untungan, misalnya perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUH Perdata). 

Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai 
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oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa 

(pemerintah). 

Berdasarkan macam-macam perjanjian diatas, perjanjian pengangkutan 

masuk kedalam kategori perjanjian bernama yang diatur di dalam Kitab 

Undang Hukum Perdata-Dagang, yang terdiri dari10: 

1) Jual beli 

2) Tukar-menukar 

3) Sewa-menyewa 

4) Persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan 

5) Persekutuan 

6) Hibah 

7) Penitipan barang 

8) Pinjam pakai 

9) Pinjam-meminjam 

10) Bunga tetap atau bunga abadi 

11) Persetujuan-persetujuan untung-untungan 

12) Pemberian kuasa 

13) Penanggungan 

14) Perdamaian 

15) Asuransi (pertanggungan) 

16) Pengangkutan 

 

2. Teori Pertanggung jawaban Hukum 

Menurut Hans Kelsen, berikut teori tanggung jawab hukumnya: 

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, atau 

 
10 Ibid, hlm. 56 
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bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bersalah 

atas hukuman dengan perbuatan yang bertentangan.11 

Hans Kelsen selanjutnya membagi bidang tanggung jawab, yang terdiri 

dari:12 

a. Tanggung jawab pribadi, misalnya orang tersebut bertanggung 

jawab atas pelanggarannya sendiri; 

b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa satu orang bertanggung 

jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain; 

c. Pertanggungjawaban perwakilan berarti bahwa seseorang 

bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dengan 

sengaja dan dengan dugaan menyebabkan kerugian; 

d. Tanggung jawab mutlak berarti bahwa seseorang bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak terduga. 

Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat diartikan sebagai 

bertanggung jawab dan bertanggung jawab, tanggung jawab berarti 

tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan badan 

hukum, sedangkan istilah tanggung jawab berarti tanggung jawab 

politik. 13 

 

 
11 Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law 

and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 

Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81 
12 Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni 

Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140 
13 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 337 
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3. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu 

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum diberikan 

kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat merasakan semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Satjito Rahardjo 

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut.14 Sedangkan menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa 

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan represif.  

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-

hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan 

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penangananya di lembaga peradilan.15 

Berdasarkan pada pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum, 

dapat ditarik kesimpuan bahwa perlindungan hukum merupakan sarana atau 

instrumen guna mengatur hak dan kewajiban subjek hukum 

 
14 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53 
15 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk 

Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, 

Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm, 18 
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dalam mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

 

4. Teori Keseimbangan 

Asas keseimbangan mengacu pada kondisi dimana pihak-pihak yang 

berkontrak wajib berada dalam posisi atau kedudukan yang seimbang, tidak 

ada yang mendominasi dan para pihak juga memiliki posisi negosiasi yang 

sebanding, serta sesuai dengan kepentingan dan hak serta kewajiban para 

pihak. Kepentingan masyarakat dan individu dijamin sekaligus pada 

perjanjian oleh undang-undang yang objektif. Prinsip keseimbangan 

didasarkan pada upaya untuk mencapai keadaan seimbang. Kegagalan 

untuk memenuhi prinsip keseimbangan tidak hanya mempengaruhi 

penentuan fakta, tetapi lebih mempengaruhi kekuatan hukum dari kontrak 

yang bersangkutan. Saat membuat atau menyusun kontrak, 

ketidakseimbangan dapat terjadi akibat perilaku para pihak itu sendiri atau 

isi (muatan) kontrak atau pelaksanaan kontrak.16 

Akad harus segera ditolak jika ternyata posisi salah satu pihak terhadap 

pihak lainnya lebih mendominasi dan kedudukan yang tidak sebanding ini 

mampu berimbas pada ruang lingkup isi serta maksud dan tujuan dibuatnya 

akad. Adanya ketidakseimbangan akibat disparitas kinerja dalam perjanjian. 

Jika posisi yang lebih kuat ini mempengaruhi hubungan antara layanan dan 

masalah mana yang mengganggu keseimbangan kontrak, dalam hal ini 

 
16 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 34 
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terhadap perhubungan prestasi satu dengan lainnya, dan hal mana 

mengacaukan bagi pihak yang dirugikan akan merupakan alasan untuk 

mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian. Sepanjang pelaksanaan 

akad itu mensyaratkan persamaan, maka bila terjadi ketidakseimbangan 

lantas yang dilihat adalah persamaan dalam bagaimana akad itu dibentuk, 

bukan pada hasil akhir penyerahan yang ditentukan dalam akad.17 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan kesepakatan 

ialah:18 

a. Bagaimana mengontrak pihak yang posisinya tidak sebanding; dan atau  

b. Ketidaksepadanan prestasi-prestasi pada perjanjian.  

Agar kontrak dapat ditegakkan dengan benar, prinsip-prinsip yang 

menjiwai hukum kontrak itu sendiri harus diikuti. Salah satunya adalah 

dasar keseimbangan. Untuk menguji apakah asas keadilan sudah 

dilaksanakan dengan benar atau belum, efektifitas asas keadilan dapat 

dilihat dari tiga aspek penting, yaitu perbuatan para pihak, isi kontrak dan 

pelaksanaannya yang telah disepakati. Kinerja asas keseimbangan yang 

ideal akan menyepadankan keperluan-keperluan para pihak, memberi para 

pihak hak moral dan keadilan dalam kontrak. 

 

 

 
17 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010, hlm. 61 
18 Kartini Mujadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010, hlm. 114 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah 

ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan 

penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap 

suatu fenomena. 

1. Jenis Penelitian 

Pada riset ini, penelitian hukum yang diambil ialah penelitian hukum 

empiris. Penelitian hukum empiris kerap dikenal dengan sebutan 

penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum 

empiris ini menggambarkan penyelidikan mengenai peranan hukum 

(law in action) pada masyarakat. Oleh karenanya, penelitian hukum 

empiris ialah metoda riset hukum yang menganalisis fenomena hukum, 

peraturan atau norma hukum dan diawali dengan data asli/dasar atau 

data yang didapat langsung dari praktik. Jenis penelitian hukum empiris 

ini mencoba menafsirkan hukum lewat observasi, kuesioner atau 

wawancara.19 Maka dalam hal ini, penulis akan mengadakan 

pengambilan data melalui wawancara kepada pihak PT. Global Jet 

Express (J&T) Kota Palembang. 

 

2. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
19 Jonaedi Efendi  dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta, 

2016, hlm. 3 
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a) Data Primer 

Data primer merupakan data langsung dari masyarakat yang 

berasal dari sumber pertama individu atau perorangan yaitu 

wawancara.20 Adapun responden yang akan diwawancara adalah 

pegawai PT. Global Jet Express (J&T) Kota Palembang. Informasi 

yang peneliti terima langsung dari subyek penelitian berupa 

wawancara dan kuesioner (penelitian lapangan).  

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi 

kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan 

sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat 

kepada masyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 

digunakan terdiri dari:  

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 

 
20 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005, hlm. 42 
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4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-

buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya 

yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.  

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus dan ensiklopedia. 

 

3. Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan pada penelitian hukum empiris dapat digunakan baik 

secara terpisah, berdiri sendiri, maupun secara kolektif sesuai dengan 

isu atau studi yang di bahas, pendekatan tersebut antara lain: 

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.21  

 

 
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung: PT Kharisma Putra 

Utama, 2015, hlm. 133 
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b) Pendekatan Sosiologi Hukum  

       Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan 

penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang 

dilihat di lapangan secara apa adanya.22 Pendekatan ini juga dapat 

memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk 

mendapatkan kebenaran. Pendekatan ini akan membuktian untuk 

memastikan suatu kebenaran. Pendekatan ini diharapkan dapat 

memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian 

dan pertanggung jawaban atas hilang/rusaknya barang pada masa 

pengiriman PT. Global Jet Express (J&T) cabang Opi Jakabaring. 

c) Pendekatan Kasus 

Pendekatan kasus penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji 

penerapan norma atau aturan hukum dalam praktek hukum. Jenis 

pendekatan ini biasanya digunakan dalam kasus di mana penilaian 

telah diberikan. Kasus-kasus tersebut memiliki signifikansi empiris, 

namun dapat dikaji dalam penelitian standar untuk mendapatkan 

gambaran tentang pengaruh dimensi standar negara hukum 

terhadap yurisprudensi, serta menggunakan hasil analisisnya untuk 

bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.23 

 

 

 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006, hlm. 142 
23 Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 185-192 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumulan data yang digunakan pada riset ini ialah sebagai 

berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

       Penelitian kepustakaan ialah jenis penelitian yang digunakan 

dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui 

literatur, buku, catatan, majalah, dan referensi lainnya. Studi 

kepustakaan juga dapat mempelajari berbagi buku referensi serta 

hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk 

mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang di teleti. 24 

b. Studi Lapangan 

       Studi lapangan adalah observasi langsung dalam arti peneliti 

secara langsung mengamati obyek kajian untuk memperoleh 

informasi atau fakta dari lapangan. Pengamatan akan dilakukan di 

PT. Global Jet Express (J&T) Kota Palembang. 

c. Wawancara  

Penulis menerapkan metode ini melalui pengajuan wawancara 

komunikasi 2 (dua) arah yang dalam bentuk tanya jawab diacukan 

pada pegawai PT. Global Jet Express (J&T) Kota Palembang dengan 

menyiapkan beberapa pertanyaan terkait rumusan permasalahan. 

 

 

 
24 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31 
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d. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan 

melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.25 Teknik observasi 

adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-

fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi 

sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang 

dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak 

langsung.26Observasi akan dilakukan di PT. Global Jet Express 

(J&T) Kota Palembang. 

 

5. Teknik Analisis  

       Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif.  Metode analisis deskriptif kualitatif adalah 

menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi 

dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawacara atau 

pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.27 

 

 

 

 
25 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011, hlm. 104 
26 Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES, 

2005, hlm. 46 
27 I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, 

Yogyakarta: Andi, 2006, hlm. 155 



22 
 
 

 
 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

       Penarikan kesimpulan menggunakan teknik penarikan induktif. 

Penarikan induktif merupakan penalaran logis dari pernyataan yang 

menggeneralisasikan untuk membuat kesimpulan tentang beberapa 

kasus khusus. Penalaran induktif adalah penalaran yang bekerja 

melibatkan teori maupun konsep atau pernyataan yang telah diketahui 

kebenarannya sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Fajar Shadiq, Pemecahan Masalah Penalaran dan Komunikasi, Yogyakarta: 

Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah PPPG Matematika, 2004, hlm. 3-6 
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